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ABSTRACT

Siti Khadyja Ambo (E21116310), Mobile Payment Online System (MPOS)
Innovation in Increasing Restaurant Tax Revenue in The Regional Revenue
Agency of Makassar City . 92 Pages + 5 Pictures + 10 Tables + 1 Graph + 20
Bibliography + Attachments. Under the guidance of Dr. Muhammad Yunus,
MA and Dr. Muhammad Rusdi, M.Si

Regional taxes are an important source of regional revenue in realizing
regional governance and development. They can be supported through regional
revenue contribution from Makassar city. The existence of ever increasing
restaurants requires the government to perform better in providing public services.
In order to show its responsibility for the community, the government presents
various innovations to increase Locally-Generated Revenue (PAD), one of which
is by developing an innovative Mobile Payment Online System (MPOS) which can
be used as monitoring tool to record every transaction by taxpayers in order to
avoid tax leaks.

This research seeks to describe Innovation Mobile Payment Online System
(MPOS) and to describe both supporting and inhibiting factors for the
implementation of MPOS innovation in increasing Restaurant Tax revenue for the
Regional Revenue Agency of Makassar City. This research implemented
qualitative approach by conducting interview, observation, and document review.
The results of interview and observation were processed to describe MPOS
innovation in increasing Restaurant Tax revenue for the Regional Revenue Agency
of Makassar City.

The research results revealed that MPOS (Mobile Payment Online System)
innovation could be considered as quite successful in increasing Restaurant Tax
revenue through tax recording and monitoring system. This is based on the results
of analysis related to 5 (five) innovation indicators put forward by Rogers, including
Relative Advantage, Compatibility, Complexity, Triability (possibility of being tried),
and Observability (ease of observation). The results also described the supporting
and inhibiting factors that affected the implementation of MPOS innovation.

Keywords: Innovation, Restaurant Tax, Mobile Payment Online System.
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ABSTRAK

Siti Khadyja Ambo (E21116310), Inovasi Mobile Payment Online System
(MPOS) Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Restoran di Badan
Pendapatan Daerah Kota Makassar. 92 Halaman + 5 Gambar + 10 Tabel + 1
Grafik + 20 Pustaka + Lampiran, dibawah Bimbingan Dr. Muhammad Yunus,
MA dan Dr. Muhammad Rusdi, M.Si

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting dalam
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
Hal ini dapat didukung dengan sumbangan pendapatan asli daerah kota
makassar. Keberadaan restoran atau rumah makan yang semakin banyak
membuat pemerintah harus berusaha lebih baik dalam mengembangkan
pelayanan publik. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pelayanan
pemerintah terhadap masyarakat, pemerintah menghadirkan berbagai inovasi
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya adalah
dengan pengembangan sistem inovasi Mobile Payment Online System (MPOS)
yang menjadi alat pemantau dan dapat merekam setiap transaksi oleh wajib pajak
untuk menghindari terjadinya kebocoran pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan Inovasi
Mobile Payment Online System dan mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor
penghambat penerapan Inovasi Mobile Payment Online System dalam
meningkatkan pendapatan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota
Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan
wawancara, oberservasi dan studi dokumen, kemudian hasil wawancara dan
observasi diolah sehingga diperoleh data guna menggambarkan dan
mendeskripsikan Inovasi Mobile Payment Online System (MPOS) dalam
Meningkatkan Pendapatan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daeran Kota
Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi Mobile Payment Online
System (MPOS) dapat dikatakan cukup berhasil dalam meningkatkan pendapatan
pajak restoran melalui sistem perekaman dan pemantauan pajak. Hal ini
berdasarkan hasil analisis sesuai dengan 5 (lima) indikator inovasi yang
dikemukakan oleh Roger, antara lain Relative Advantage (keuntugan relatif),
Compatibility (kesesuaian), Complexity (kerumitan), Triabilty (kemungkinan
dicoba), Observability (kemudahan diamati). Adapun hasil penelitian menunjukkan
faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi penerapan Inovasi
Mobile Payment Online System (MPOS).

Kata Kunci: Inovasi, Pajak Restoran, Mobile Payment Online System.
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BAB |

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi sebagai penyedia
berbagai pelayanan publik yang diperlukan masyarakat. Pemerintah sebagai
penyelenggara pelayanan publik dituntut harus siap dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi
informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan menuntut pemerintah
melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan
memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu,
pemerintah juga melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan

negara yang nantinya menjadi sumber dana untuk pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pelayanan
Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pada undang-undang tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa
Negara mempunyai kewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk
dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan dasarnya terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dapat menjadi pedoman bagi
pemerintah dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat serta
bertujuan untuk mencapai kepuasan bagi penerima pelayanan. Dengan demikian,

pemerintah yang tugasnya sebagai penyedia pelayanan publik sudah seharusnya



memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang yang

telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan pelayanan yang baik, pemerintah yang menjadi
tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dilaksanakan oleh instansi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam rangka upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan yang diberikan
pemerintah belum sepenuhnya dapat menyediakan pelayanan yang optimal
kepada masyarakat. Pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah
mencakup berbagai aspek pelayanan salah satunya adalah pelayanan pajak
daerah. Pemerintah daerah sebagai pengelola otonomi daerah sudah tentu
membutuhkan biaya yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya yang di wujudkan dalam pelayanan publik (public service).
Yang menjadi sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah
terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
pasal 1 ayat 18, menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut
PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan
Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Pendapatan
asli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah

dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai



perwujudan asas desentralisasi dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang

yang telah ditetapkan.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting dalam
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, disebutkan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas pajak
hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak
mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang
burung walet, pajak bumi dan bangunanan perdesaan, dan perkotaan, dan bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Di Kota Makassar, salah satu jenis pajak yang mendatangkan pendapatan
daerah adalah pajak restoran. Restoran adalah suatu tempat yang penyedia
makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga
rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa
boga/catering. Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia
yang juga menjadi tujuan wisata dari luar Sulawesi yang terkenal dengan destinasi
wisata, budaya serta kuliner. Maka dari itu pemerintah kota makassar memerlukan

peningkatan dan pengembangan fasilitas untuk memaksimalkan pelayanan publik.

Hal ini dapat didukung dengan sumbangan pendapatan asli daerah kota
makassar. Keberadaan restoran atau rumah makan yang semakin banyak
membuat pemerintah harus berusaha lebih baik dalam mengembangkan
pelayanan publik. Dalam hal ini pemerintah berusaha menghadirkan inovasi guna
menjawab persoalan-persoalan dalam hal pelayanan. Dengan kekurangan yang
sering terjadi di lapangan mengakibatkan penerimaan pajak yang tidak optimal

maka pemerintah harus dapat mengelola pendapatan pajak daerah dengan



sebaik-baiknya untuk pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Strategi maupun inovasi dibutuhkan pemerintah dalam hal peningkatan
kualitas pelayanan. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah
terhadap masyarakat, pemerintah menghadirkan berbagai inovasi untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya adalah dengan
pengembangan sistem yaitu sistem pembayaran online (payment online system).
Dalam hal ini inovasi Mobile Payment Online System (MPOS) diharapkan dapat
mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal
penyampaian pajak oleh wajib pajak. Mobile Payment Online System menjadi alat
pemantau yang dapat merekam setiap transaksi oleh wajib pajak untuk
menghindari terjadinya kebocoran pajak, salah satunya untuk mencegah adanya
pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tidak menyetorkan pajaknya

sesuai yang terjadi dilapangan.

Mobile Payment Online System (MPOS) merupakan alat perekam
transaksi pajak secara otomatis. MPOS dirilis dan diselenggarakan oleh Bapenda
Makassar pada tahun 2019 dan rencananya diberlakukan pada beberapa jenis
pajak, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir akan
tetapi dalam hal ini baru direalisasikan pada pajak restoran, pajak hotel dan pajak
hiburan. Berdasarkan data dari Bapenda Kota Makassar untuk target dan realisasi

penerimaan pajak restoran tahun 2018-2019 menunjukkan:



Tabel I.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota

Makassar Tahun 2018-2019

TAHUN TARGET REALISASI PERSENTASE (%)
2018 156.000.000.000 | 166.283.463.199 106,59
2019 185.000.000.000 | 210.528.402.002 113,8

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Tabel I.1 diatas, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran
dari tahun 2018-2019 selalu naik dari target perencanaan. Aplikasi Mobile
Payment Online System (MPOS) diberlakukan mulai pada tahun 2019. Dapat
dilihat bahwa pada tahun 2019 persentase realisasi 2019 mencapai 113,8%,

sedangkan persentase realisasi 2018 mencapai 106,59%, terdapat selisih 7,21%.

Tujuan MPOS untuk mengoptimalkan pendapatan daerah di sektor pajak,
dan untuk mencegah adanya kebocoran pajak. MPOS dioperasikan melalui
sebuah aplikasi yang di instal kedalam device tablet dengan nama AlRSale yang
merupakan aplikasi kasir berbasis online untuk mempertemukan kemudahan
antara pembeli, pemilik bisnis, dan pemerintah daerah pada transaksi retail.
Dengan sistem yang semakin canggih tentunya pengoperasian MPOS mempunyai
kelebihannya antara lain, pemerintah telah meningkatkan kualitas pelayanan
publik, meningkatkan transparasnsi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, serta
dapat meningkatkan pendapatan asli daerah pada jenis pajak tertentu dengan
melakukan pengawasan atau monitoring transaksi realtime wajib pajak secara
online. Selain kelebihan, sistem ini juga memiliki kekurangan tersendiri yaitu
jaringan yang tidak stabil, dan pengawasan teknis pemakaian ke wajib pajak
secara langsung yang membutuhkan tenaga ahli dan waktu secara berkala.
Sehingga, dalam hal ini peneliti mengambil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Kota Makassar sebagai subjek penelitian karena Badan Pendapatan Daerah Kota



Makassar memegang peran penting dalam hal pemungutan, dan pemasukan

penerimaan pajak daerah kedalam kas daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul:

“Inovasi Mobile Payment Online System (M-POS) Dalam
Meningkatkan Pendapatan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah

Kota Makassar”.

[.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka yang menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Inovasi Mobile Payment Online System dalam
Meningkatkan Pendapatan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah
Kota Makassar?

2. Faktor pendukung dan penghambat penerapan Inovasi Mobile Payment
Online System dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Restoran di Badan

Pendapatan Daerah Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan penerapan Inovasi Mobile Payment Online System
dalam meningkatkan pendapatan Pajak Restoran di Badan Pendapatan

Daerah Kota Makassar.



2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat

penerapan Inovasi Mobile Payment Online System dalam Meningkatkan

Pendapatan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Manfaat Penelitian
a. Praktis

Manfaat praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat
memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya penyelenggara pajak
daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, sehingga dapat
dijadikan referensi dan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pelayanan
pajak dengan Mobile Payment Online System (MPOS) sesuai dengan yang

diharapkan penyelenggara maupun masyarakat.
b. Akademis

Manfaat akademis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan
menjadi sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji
masalah terkait pajak daerah khususnya dengan Inovasi Mobile Payment

Online System (MPQOS).



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Konsep Inovasi

Konsep inovasi, secara singkat didefinisikan perubahan yang dilakukan
dalam organisasi yang didalamnya mencakup kreatifitas dalam menciptakan
produk baru, jasa, ide, atau proses baru. inovasi dapat pula diartikan sebagai
proses adaptasi produk, jasa, ide, atau proses baik yang sudah ada dalam
organisasi maupun yang dikembangkan dari luar organisasi (Ellitan dan Lina A,

2009: 36).

Menurut Rogers (dalam Suwarno, 2008) bahwa inovasi adalah “sebuah
ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu”. Pengertian dari Rogers
ini menunjukkan bahwa inovasi dapat merupakan sesuatu yang berwujud
(tangible) maupun sesuatu yang tidak berwujud (intangible). Halvorsen,
menekankan 2 (dua) hal penting dari Inovasi, yaitu: (1) sifat kebaruan (novelty)
dari sebuah produk, dan (2) bahwa inovasi berhubungan dengan proses pencarian

aplikasi komersial sektor bisnis.

Dalam terminologi umum, inovasi adalah salah satu ide kreatif yang
diimplementasikan untuk menyelesaikan tekanan dari suatu masalah (UN, 2007).
Sebuah inovasi dapat mencakup penggabungan elemen-elemen baru, kombinasi
baru dari elemen yang ada, suatu perubahan yang signifikan atau meninggalkan

cara-cara tradisional dalam melakukan sesuatu. (Ahmad, 2018: 79).



I1.L1.1 Pengertian Inovasi Sektor Publik

Pergeseran orientasi atau paradigma penyelenggaraan pemerintah dalam
pemberian pelayanan dalam prakteknya tidaklah mudah karena terkait perubahan
tidak hanya dalam aspek perubahan sistem, prosedur, struktur, dan pembiayaan,
tetapi menyangkut berbagai aspek yang terkait langsung dan tidak langsung
dalam pengelolaan pelayanan publik (Sangkala, 2012: 215), maka dari itu
dibutuhkan suatu konsep perubahan menuju lebih baik, yang dikenal dengan

istilah Inovasi. Namun tidak semua perubahan dapat dikatakan sebagai inovasi.

Menururt Irwan (2012) dalam Ahmad (2018: 69), mengemukakan bahwa
inovasi dipandang sebagai model dalam keberhasilan pemerintah daerah. Ada
tiga faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah dapat berinovasi, yaitu para
pemimpin pemerintah daerah, lingkungan organisasi, dan politik. Sementara itu,
Bartos sebagaimana yang dikutip oleh Sangkala, 2013 (dalam Ahmad, 2018: 80),
mendefinisikan inovasi yang tepat bagi sektor publik adalah suatu perubahan
dalam kebijakan atau praktik manajemen yang mengarah kepada perbaikan
terbaru dalam level layanan atau kuantitas atau kualitas output oleh suatu

organisasi.

Menurut Basuki (2018), jika inovasi administrasi publik juga dimaknai
inovasi pelayanan publik maka dapat dirumuskan bahwa inovasi pelayanan publik
yang hakikatnya juga inovasi administrasi publik adalah “pergeseran makna,
prinsip-prinsip, proses, prosedur, dan model pelayanan publik yang lama ke yang
baru dan dirancang untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok,

organisasi dan masyarakat pada umumnya”.



Dalam bukunya Ahmad (2018: 71-72) menurut Henry M (1998) yang
mengupas konsep inovasi sebagai salah satu konsep dari teori organisai. Henry
mengemukakan, kemampuan untuk mengadakan perubahan, inovasi,
peningkatan, dan adaptasi sangat penting dalam setiap bentuk kehiupan
organisasi. Perubahan dalam organisasi sangat dipengaruhi tiga faktor-faktor
seperti: (@) teknologi organisasi, (b) lingkungan organisasi (tugas dan fungsi), dan
(c) interaksi manusia dengan teknologi dan lingkungannya. Dalam kajian inovasi
dalam khazanah administrasi publik dapat ditelusuri dalam model Administrasi
Negara Baru, yaitu pilihan publik (public choice). Menurut Frederickson, sistem
pemberian pelayanan kepada publik merupakan salah stau pusat perhatian dan

menjadi nilai yang harus dimaksimalkan.

Menurut Robbins dalam Ahmad (2018: 79), definisi inovasi lebih

memfokuskan pada tiga hal utama, yaitu:

1. Gagasan baru, yaitu adanya gagasan baru (new ideas) dari suatu olah pikir
dalam mengamati suatu fenomena yang sedang terjadi. Gagasan baru ini bisa
berupa penemuan (invention) dari suatu gagasan pemikiran, ide, sistem,
sampai pada kemungkinan gagasan yang mengkristal.

2. Produk dan jasa, yaitu hasil langkah lanjutan dari adanya gagasan baru yang
ditindaklanjuti dengan berbagai aktivitas, kajian, penelitian, dan percobaan,
sehingga melahirkan konsep yang lebih konkret, dalam bentuk produk dan/atau
jasa yang siap dikembangkan dan diimplementasikan.

3. Upaya perbaikan, yaitu usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan
melakukan perbaikan (improvement) yang terus menerus sehingga sebuah

inovasi itu bisa dirasakan manfaatnya.
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Caiden, 1969 (dalam Basuki, 2018) menyatakan inovasi administrasi publik
sebagai the artificial inducement of administrative transformation against
resistance, dimana dapat diartikan bahwa inovasi administrasi publik merupakan
keinginan atau dorongan yang dibuat agar terjadi perubahan atau transformasi di
bidang administrasi publik. Sedangkan Quah, menyatakan bahwa “inovasi
administrasi publik merupakan suatu proses untuk mengubah struktur ataupun
prosedur birokrasi publk yang terlibat dengan maksud untuk meningkatkan

efektivitas organisasi dan mencapai tujuan pembangunan nasional”.

[1.L1.2 Jenis-jenis Inovasi dalam Sektor Publik

Pembagian tipe inovasi yang lebih luas dikemukakan oleh Hartley, dalam
Ahmad (2018: 85) yang mengidentifikasi tujuh jenis inovasi. Dalam praktiknya,
perubahan tertentu dapat saja terjadi akibat dari penerapan lebih dari satu jenis

inovasi. Jenis-jenis inovasi utama yang diidentifikasi oleh Hartley adalah:

1. Product innovations (inovasi produk), inovasi produk baru, misalnya
instrumentasi baru di rumah sakit.

2. Service innovations (inovasi layanan), inovasi cara-cara baru dalam pemberian
layanan yang diberikan kepada pengguna, misalnya pengenalan bentuk format
pajak online.

3. Process innovations (inovasi proses), cara-cara baru dimana proses organisasi
dirancang, misalnya rekayasa ulang proses bisnis.

4. Position innovations (inovasi posisi), konteks baru bagi pengguna, misalnya
koneksi pelayanan bagi prang-orang muda.

5. Strategic innovations (inovasi strategis), tujuan baru atau tujuan organisasi

seperti kebijakan komunitas, yayasan rumah sakit.
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6. Governance innovations (inovasi di pemerintahan), bentuk-bentuk baru dalam
pengaturan warga, seperti forum lembaga demokrasi.
7. Rhetorical innovations (inovasi retoris), penggunaan bahasa baru atau konsep

baru, misalnya konsep mengatasi kmacetan di kota.

Selanjutnya Halvorsen dkk, 2003 dalam Basuki (2018) membagi 3 (tiga)

Tipe Spektrum Inovasi dalam sektor publik, sebagai berikut:

1. Incremental Innovation to radical innovation, ditandai oleh tingkat perubahan,
perbaikan incremental terhadap produk, proses layanan yang sudah ada.

2. Top down innovation to bottom up innovation, ditandai oleh mereka yang
mengawali proses dan mengarah kepada perubahan perilaku dari top
manajemen atau organisasi atau institusi di dalam hirarki, bermakna dari
pekerja di tingkat bawah seperti pegawai negeri, pelayanan masyrakat, dan
pembuat kebijakan dilevel menengah.

3. Needs led innovation and efficiency-led innovation, ditandai apakah inovasi
proses telah diawali untuk menyelesaikan maslaah spesifik atau agar produk,

layanan atau prosedur yang sudah ada lebih efisien.

Adapun tipologi inovasi di sektor publik menurut Muluk, 2008 dalam Ahmad

(2018: 86) juga dapat meliputi:

1. Inovasi Produk,

2. Inovasi proses pelayanan,
3. Inovasi metode pelayanan,
4. Inovasi kebijakan,

5. Inovasi sistem.
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[1.1.3 Sumber Inovasi

Menurut Suwarno (2008), inovasi tidak akan lepas dari hal-hal berikut ini:

1. Pengetahuan baru; sebuah inovasi hadir sebagai sebuah pengetahuan baru
bagi masyarakat dalam sebuah sistem sosial tertentu.

2. Cara baru; inovasi juga dapat berupa sebuah cara baru bagi individu atau
sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab masalah
tertentu pengganti cara lama yang sebelumnya berlaku.

3. Objek baru; sebuah inovasi adalah objek baru bagi pengguna-nya, baik
berbentuk fisik (berwujud/tangible), maupun yang tidak berwujud (intangible).

4. Teknologi baru; inovasi sangat identic dengan kemajuan teknologi.

5. Penemuan baru; hamper semua inovasi merupakan hasil dari penemuan baru.

[1.1.4 Dimensi Inovasi di Sektor Publik

Dimensi Inovasi yang dikembangkan dalam sektor publik, menurut

Halvorsen (2005) dalam Ahmad (2018:83), terdiri atas:

1. Inovasi yang melibatkan perubahan karakteristik dan rancangan (desain)
produk-produk jasa dan proses-proses produksi, termasuk pembangunan,
penggunaan dan adaptasi teknologi yang relevan.

2. Inovasi delivery, termasuk cara-cara baru atau cara yang diubah dalam
menyelesaikan masalah, memberikan layanan atau berinteraksi dengan klien
untuk tujuan pemberian layanan khusus.

3. Inovasi administratif atau organisasional, termasuk cara-cara baru atau cara

yang diubah dalam mengorganisasi kegiatan dalam organisasi supplier.
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4. Inovasi konseptual, dalam pengertian memperkenalkan misi baru, pandangan,

tujuan, strategi dan rasionalisasi baru.

5. Inovasi interaksi sistem, cara-cara baru atau yang diubah dalam berinteraksi

dengan organisasi lain.

[1.1.5 Atribut Inovasi

Secara umum, Inovasi mempunyai Atribut inovasi yang dikemukakan oleh

Rogers dalam Suwarno (2008: 17) sebagai berikut:

1.

Relative Advantage atau keuntungan relatif.

Dimana sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih
dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan
yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dari
yang lain.

Compatibility atau kesesuaian.

Inovasi juga mempunya sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi
dengan digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta
merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak
sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke
inovasi terbaru.

Complexity atau kerumitan.

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang
boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya.

Triability atau kemungkinan dicoba.
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Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai
keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama.
Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”.

5. Observability atau kemudahan diamati.
Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan

menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

11.1.6 Faktor Penghambat Inovasi

Gambar Il.1 Hambatan Inovasi, Albury.

Keengganan
menutup program Ketergantungan
Budaya yang gagal berlebihan pada
Risk Aversion high performer

Tekanan & Tidak Teknologi ada,
Hambatan 2> ada terhambat budaya &
Administratif penataan organisasi

Inovasi

Anggaran Tidak ada
jangka pendek penghargaan
& perencanaan Ketidakmampuan atau insentif

menghadapi resiko
& perubahan

Sumber: Suwarno (2008: 54).

Menurut Albury, 2003 (Suwarno, 2008: 54) Hambatan inovasi diidentifikasi

ada delapan jenis, antara lain:

1. Teknologi ada, terhambat budaya dan penataan organisasi,
2. Tidak ada penghargaan atau insentif,

3. Ketidakmampuan menghadapi resiko dan perubahan,
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4. Anggaran jangka pendek dan perencanaan,
5. Tekanan dan hambatan administratif,

6. Budaya Risk Aversion,

7. Keengganan menutup program yang gagal,

8. Ketergantungan berlebihan pada high perfomer.

1.2 Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang,
sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk
memenuhi kebutuhaan. Menurut Monir, 2003 (Pasolong, 2011: 128), mengatakan
bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang
lain secara langsung. Sedangkan menurut Lukman (2004) dalam Ahmad (2018:
1). Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam
interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik,

dan menyediakan kepuasan pelanggan.

[1.2.1 Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Lewis dan Gilman (dalam Hayat, 2017: 21) bahwa pelayanan
publik adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara
bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nilai
akuntabilitas pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepercayaan kepada
masyarakat tentang pelayanan yang diberikan. Pertanggungjawaban terhadap
aspek yang dinilai adalah bagian dari pemenuhan terhadap pelayanan publik
untuk menjunjung tinggi kepercayaannya kepada masyarakat. Kepercayaan
masyarakat yang adalah sebagai dasar untuk mewujudkan tercapainya

pemerintahan yang baik.
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Menurut Zauhar, 2001 dalam Ahmad (2018), pelayanan publik merupakan
suatu upaya membantu atau memberi manfaat kepada publik melalui penyediaan
barang dan atau jasa yang diperlukan oleh mereka. Pelayanan publik yaitu semua
barang dan jasa publik (public good and services) yang diatur dan diselenggarakan
oleh pemerintah kepada warga negara. Menurut Savas, 1987 dalam Ahmad
(2018: 2) Mengingat sektor publik sangat terkait dengan keberadaan pemerintah,
maka pelayanan publik juga dapat disamakan dengan terminologi pelayanan
pemerintah (government service) yang diartikan sebagai pemberian pelayanan
oleh agen pemerintah melalui pegawainya (the delivery of a service by a

government agency using its own employees).

Keputusan Menpan Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003, mendefinisikan
pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima
pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik menyatakan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan adminsitratif yang diselenggarakan oleh

penyelenggara pelayanan publik.

Konsep pelayanan publik di Indonesia tercantum dalam amanat Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menjadi acuan bagi penyelenggara negara
untuk memberikan pelayanan secara optimal dan maksimal. Pelayanan yang

maksimal dan optimal menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menerima
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pelayanan. Kesinambungan seperti itulah yang memberikan dampak kepercayaan
kepada masyarakat. Masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang
diberikan jika pelayanan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Menurut Hayat (2017: 22), Pelayanan publik adalah melayani kebutuhan
yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelayanan publik adalah melayani
secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat
untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Pelayanan publik menjadi suatu
sistem yang dibangun dalam pemerintahan untuk memenuhi unsur kepentingan
rakyat. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan yang diberikan kepada
warga negara secara baik dan professional baik jasa, barang atau administrative
bagian dari keperluan masyarakat. Pelayanan publik yang baik memberikan
kepuasan terhadap masyarakat atas pelayanan tersebut. Dalam peberian
pelayanan, menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya

secara profesional, akuntabel dan optimal.

I1.2.2 Jenis Pelayanan Publik

Menurut Ahmad (2008) produk pelayanan menurut sifatnya dibedakan ke

dalam beberapa kategori, sebagai berikut:

1. Produk layanan privat
2. Produk layanan publik

3. Produk layanan yang disediakan oleh negara dan swasta.

Kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi

hak setiap warga negaranya, atau pun memberikan pelayanan kepada warga
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negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah

maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi

suatu negara. Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat

dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu:

4. Pelayanan pemerintah,

5. Pelayanan pembangunan,

6. Pelayanan utilitas,

7. Pelayanan sandang, pangan, dan papan, dan

8. Pelayanan kemasyarakatan.

[1.2.3 Asas-asas Pelayanan Publik

Asas pelayanan publik terdiri dari yang tertuang dalam UU No. 25/2009

tentang Pelayanan Publik Pasal 4, disebutkan bahwa penyelenggaran pelayanan

publik berasaskan, antara lain:

8.

9.

Kepentingan Umum,

Kepastian Hukum,

Kesamaan Hak,

Keseimbangan Hak dan Kewajiban,
Keprofesionalan,

Partisipatif,

Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif,
Keterbukaan,

Akuntabilitas,

10. Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok Rentan,

11. Ketepatan Waktu, dan
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12. Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan.

Dalam penyelenggaran pelayanan publik, asas-asas pelayanan publik

menurut Keputusan Menpan Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 sebagai berikut:

1. Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti

2. Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan
dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarajat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan Hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan,
gender, dan status ekonomi.

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban

masing-masing pihak.
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I1.2.4 Prinsip Pelayanan Publik

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, menurut Mustofadidjaja
dalam Ahmad (2018: 24) ada beberapa prinsip dalam penyediaan pelayanan pada
sektor publik, meliputi:

1. Menetapkan standar pelayanan, artinya, standar tidak hanya menyangkut
standar atas produk pelayanan, tetapi juga standar prosedur pelayanan dalam
kaitan dengan pemberian pelayanan yang berkualitas. Standar pelayanan akan
dapat menunjukkan kinerja pelayanan.

2. Terbuka terhadap segala kritik dan saran maupun keluhan, dan menyediakan
seluruh informasi yang diperlukan dalam pelayanan.

3. Memperlakukan seluruh masyarakat sebagai pelanggan secara adil.

4. Mempermudah akses kepada seluruh masyarakat pelanggan.

5. Meluruskan sesuatu hal dalam proses pelayanan ketika hal tersebut
menyimpang.

6. Menggunakan semua sumber-sumber yang digunakan untuk melayani
masyarakat pelanggan secara efisien dan efektif.

7. Selalu mencari pembaruan dan mengupayakan peningkatan kualitas

pelayanan.

Sedangkan prinsip pelayanan publik menurut KEMENPAN Nomor 63

Tahun 2003 adalah, sebagai berikut:

1. Kesederhanaan,
2. Kejelasan,
3. Kepastian waktu,

4. Akurasi,

21



5. Keamanan,

6. Tanggung jawab,

7. Kelengkapan sarana dan prasarana,

8. Kemudahan akses,

9. Kaedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan,

10. Kenyamanan.

[1.2.5 Standar Pelayanan Publik

Dalam UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 7
menegaskan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayananan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam
rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Standar pelayanan menurut LAN, 2010 dalam Hayat (2017: 41),
mendefiniskan bahwa standar pelayanan adalah bentuk konkret dari akuntabilitas.
Standar pelayanan secara parsial seharusnya sudah dipenuhi pada lembaga-
lembaga negara. Sebagai bagian paling penting dalam pelayanan publik, standar
pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mudah dipenuhi, dan
rasional. Standar pelayanan menururt LAN (2010) meliputi standar, sebagai
berikut:

1. Waktu Penyelesaian,
2. Standar Biaya,

3. Persyaratan,

4. Prosedur, dan

5. Dasar Hukum Pelayanan.
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1.3 Pendapatan Asli Daerah

Dalam mewujudkan pembangunan daerah tentunya membutuhkan dana
yang besar. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 mengatakan
Adapun sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas
pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud
bersumber dari: (a) pendapatan asli daerah, (b) dana peribangan, dan (c) lain-lain
pendapatan. Sedangkan pembiayaan sebagaiamana yang dimaksud bersumber
dari: (a) sisa lebih perhitungan anggaran daerah, (b) penerimaan pinjaman daerah,
(c) dana cadangan daerah, dan (d) hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang
selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah guna
mendanai pelaksanaan otonomi daerah dengan potensi daerah sebagai
perwujudan dari desentralisasi. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah,

antara lain:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. Lain-lain PAD yang sah.
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Selanjutnya, Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahka;

b. Jasa giro;

c. Pendapatan bunga;

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan

dan/atau pengadaan barang/jasa oleh Daerah.

Dalam upaya meningkatkan PAD dibahas dalam Undang-undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, menyebutkan Daerah dilarang:

a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan

ekonomi biaya tinggi; dan

b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat
mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan

impor/ekspor.

Selanjutnya, ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
serta ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan berdasarkan perundang-undangan.
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1.4 Konsep Pajak

Menurut Adriani (Waluyo, 2014: 2) Pajak adalah iuran kepada negara
(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung
dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung dengan tugas yang menyelenggarakan
pemerintahan. Selanjutnya, menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan
tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

I1.4.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, pajak dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi, yang terdiri dari:
a. Pajak Kendaraan Bermotor,
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
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d. Pajak Air Permukaan, dan
e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
a. Pajak Hotel,
b. Pajak Restoran,
c. Pajak Hiburan,
d. Pajak Reklame,
e. Pajak Penerangan Jalan,
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
g. Pajak Parkir,
h. Pajak Air Tanah,
i. Pajak Sarang Burung Wallet,
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Jenis pajak yang ada diatas tidak semua dapat dipungut oleh pemerintah
suatu daerah, apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan
kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dan daerah dilarang

memungut pajak selain jenis pajak yang ada diatas.

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011: 1), pajak mempunyai 2 (dua)

fungsi, antara lain:

1. Fungsi anggaran (budgetair), artinya pajak sebagai sumber dana bagi

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
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2. Fungsi mengatur (regulerend), asrtinya pajak sebafai alat untuk mengatur
atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan

ekonomi.

I1.4.2 Tarif Pajak

Dalam Waluyo (2014: 17) pungutan pajak tidak terlepas dari keadilan.
Dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting
untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tariff harus mendasarkan
pada keadilan. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak.
Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang
harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam presentase. Dalam
pajak penghasilan presentase tarifnya dapat dibedakan menjadi beberapa tarif
sebagai berikut.

1. Tarif Marginal
Presentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak.
Sebagai contoh, tarif Pajak Penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi bahwa
tarif marginal untuk setiap tambahan Penghasilan Kena Pajak yang melebihi O
sampai dengan Rp 50.000.000,00 sebesar 5% yang diikuti pula untuk setiap
tambahan Penghasilan Kena Pajak diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan
Rp 250.000.000,00 dengan tarif marginal 15% dan seterusnya.

2. Tarif Efektif
Presentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar

pengenaan pajak tertentu.
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Struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase tarif pajak dikenal

4 (empat) macam tarif, adalah sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding, yaitu tarif pajak berupa presentase tetap
terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh:
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

2. Tarif Pajak Progresif adalah tarif pajak yang presentasenya menjadi lebih besar
apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai
contoh, Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi, yang jika
pendapatan semakin meningkat dalam level tertentu maka meningkat pula tarif

dasar pengenaan pajak.

Tarif progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Tarif Progresif Progresif. Dalam hal ini kenaikan presentase pajaknya
semakin besar.
b. Tarif Progresif Tetap. Kenaikan presentase pajaknya tetap.
c. Tarif Progresif Degresif. Kenaikan presentase pajaknya semakin kecil.
3. Tarif Pajak Degresif adalah presentase tarif pajak yang semakin menurun
apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.
4. Tarif Pajak Tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya)
terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh
karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap. Contoh: tarif bea

materai.

11.4.3 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, antara lain:
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1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
b. Wajib Pajak bersifat pasif.
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib
Pajak sendiri,

b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang,

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
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Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

[1.4.4 Pajak Restoran

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dimana restoran yang dimaksud adalah
fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang
mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya
termasuk jasa boga/katering. Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018,
menyebutkan Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung,

bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak
restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang
kemudian dikenakan biaya atau pembayaran kepada setiap wajib pajak restoran

dalam hal ini baik orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan restoran.

1. Objek dan Subjek Pajak Restoran

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 37 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Objek Pajak Restoran adalah
pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang dimaksud meliputi
pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli,

baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
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Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 38 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Subjek Pajak Restoran adalah

sebagai berikut:

a. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli
makanan dan/atau minuman dari Restoran.
b. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang

mengusahakan Restoran.

2. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 39 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Dasar pengenaan pajak
restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima
restoran. Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018, menyebutkan bahwa
Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar kepada restroran. Jumlah pembayaran yang diterima restoran
adalah jumlah pembayaran setelah potongan harga, dan jumlah pembelian

dengan menggunakan voucher makanan atau minuman.

3. Tarif Pajak Restoran

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 39 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Tarif Pajak Restoran adalah

sebagai berikut:

a. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh

persen).
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b. Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1.5 Mobile Payment Online System

Mobile Payment Online System (MPOS) merupakan alat perekam
transaksi pajak secara otomatis. Alat perekam transaksi pajak mempunyai tiga
jenis, yakni Tapping Box, Barebone, dan Payment Online System (POS). Sistem
monitoring online dengan media alat perekam transaksi Mobile Payment Online
System (MPOS) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan,
transparansi, serta mewujudkan reformasi birokrasi dalam pengelolaan pajak

daerah.

Kota Makassar sebagai kota yang pertama kali menerapkan sistem ini di
Sulawesi Selatan dan merupakan perencanaan dari Badan Pendapatan Daerah
untuk merealisasikan salah satu kerja sama berupa MOU (memorandum of
understanding) atau penandatangan nota kesepahaman antara Bapenda, KPK,
dan BPD Bank Sulselbar. Mobile Payment online system dioperasikan melalui
sebuah aplikasi yang di instal kedalam device tablet yang di distribusikan kepada
pelaku usaha (wajib pajak). Aplikasi yang digunakan untuk menunjang
pelaksanaan Mobile Payment Online System di Kota Makassar bernama “dRetail”,
yang merupakan aplikasi kasir berbasis online untuk mempertemukan kemudahan

antara pembeli, pemilik bisnis, dan pemerintah daerah pada transaksi retail.

Fungsi/manfaat MPOS:

1. Bagi wajib pajak adalah terhindar dari laporan internal fiktif karena dapat

mengetahui pendapatan secara reatime.
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2. Bagi pemerintah atau Bapenda adalah meningkatkan pelayanan
dengan menjunjung nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan
efisiensi dalam pemungutan pajak.

3. Bagi masyarakat adalah sebagai informasi bahwa pajak yang

dibayarkan benar masuk ke kas daerah/negara.

Tujuan diadakannya MPOS:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi.

2. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi
dalam pemungutan pajak daerah.

3. Meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya pajak hotel, pajak
restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir.

4. Memberikan kemudahan dalam melakukan pengawasan dan
monitoring terhadap wajib pajak.

5. Manfaat, keunggulan atau keuntungan dalam sistem monitoring online
adalah memonitoring data transaksi wajib pajak secara langsung

transaksi realtime yang dilakukan oleh wajib pajak.

Menurut Bachtiar (2020), pembuatan sistem kasir berbasis mobile
menggunakan firebase realtime database yang telah diuji telah sesuai dengan
sistem kasir yang diharapkan, kesimpulan hasil uji tes yang telah dilakukan adalah
sebagai berikut:

a. Aplikasi dapat mengatasi pengelolaan master data yang diperlukan

oleh pengguna (pemilik rumah makan) secara menyeluruh, baik itu

master data pengguna, kategori, produk maupun rumah makan.
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b. Aplikasi dapat membantu pengguna (pemilik rumah makan atau kasir)
dalam hal proses transaksi yaitu pengguna dapat dengan mudah dan
cepat dalam melakukan proses perhitungan total pesanan pelanggan
sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan dalam perhitungan,
lambat dalam perhitungan, mengurangi pengguna kertas nota karena
proses pencatatan dilakukan oleh sistem. Hal ini tentu saja juga berdampak
pada efisiensi keuangan pemilik rumah makan karena penggunaan kertas
nota menjadi berkurang.

c. Aplikasi dapat membantu pengguna dalam pencatatan laporan transaksi
serta dapat menyajikan laporan riwayat transaksi dan detail transaksi.
Hanya saja untuk aplikasi ini belum bisa menyajikan laporan penjualan

serta belum bisa melakukan cetak struk tagihan.

1.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menurut Uma Sekaran (Pasolong, 2016: 83)
mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang
bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi
sebagai masalah yang urgen. Untuk mengukur inovasi pelayanan pajak daerah
menggunakan Mobile Payment Online System dalam meningkatkan pendapatan
pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, maka penulis
menggunakan pengukuran dengan atribut inovasi yang dikemukakan oleh Rogers

dalam Suwarno (2008), sebagai berikut:

1. Relative advantage (keuntungan relatif), kemudahan mengakses atau

menggunakan inovasi Mobile Payment Online System (MPOS).
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Compatibility (kesesuaian), penyesuaian proses adaptasi sistem lama ke
inovasi Mobile Payment Online System.

Complexity (kerumitan), tingkat kesulitan dalam memahami dan
menggunakan inovasi Mobile Payment Online System.

Triability (kemungkinan dicoba), uji coba keberhasilan kepada wajib pajak
dalam menggunakan Mobile Payment Online System.

Observability (kemudahan diamati), capaian yang dihasilkan dari penerapan

inovasi Mobile Payment Online System.

Adapun gambar kerangka pikirnya sebagai berikut:

Gambar 1.2 Kerangka Pikir

#

Atribut Inovasi menurut Rogers:

1.Relative Advantage atau

Keuntungan Relatif

Inovasi Mobile Payment 2. Compatibility atau Peningkatan Pendapatan
Online System - Kesesuaian - Pajak Restoran
(MPOS) 3.Complexity atau Kerumitan
4. Triability atau Kemungkinan §
dicoba

5.Observability atau

Kemudahan diamati

i

Faktor-faktor
yang mempengaruhi
MPOS
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